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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang terkait dengan ketersediaan tanah menjadikan solusi 
untuk mengatasinya tidaklah mudah. Selain dibutuhkan pengaturan 
mengenai kependudukan, juga dibutuhkan aturan mengenai penggunaan 
tanah. Yang perlu diperhatikan dari setiap aturan tersebut tentu mengenai 
keterjaminan hak-hak masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab 
masyarakat berpenghasilan rendah merupakan golongan masyarakat 
yang secara sosial dan ekonomis sangat kurang, hal ini membuat mereka 
sangat rentan perlakukan diskriminatif dan tidak diperhatikan. 
Penelantaran terhadap masyarakat berpenghasilan rendah bukan hanya 
melanggar hak-hak masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian 
dari warga negara Indonesia yang dilindungi secara konstitusional, tetapi 
juga secara jangka panjang akan berakibat buruk pada lingkungan 
masyarakat. 
 Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sampel yang 
digunakan ialah purposive sampling. Pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah library reseacrh (studi kepustakaan) dan 
interview (wawancara). Dianalisis secara analisis data kualitatif yang 
artinya data dan informasi yang diperoleh disajikan secara deskriptif yaitu 
menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.  
 Terdapat beberapa faktor penyebab penyediaan tanah untuk 
permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar, 
yaitu urbanisasi yang cukup tinggi sehingga menimbulkan 
ketidakseimbangan antara penyediaan tanah dengan jumlah penduduk 
yang membutuhkan tanah, sedangkan luas tanah itu tetap. Adapun 
disebabkan banyaknya tanah yang dibangun tidak sesuai zonasi Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, yang akhirnya pembangunan 
kawasan tidak secara merata dan terjadi pemusatan sarana di satu tempat 
sehingga menyebabkan harga lahan ditempat tersebut melambung tinggi 
dan terjadi beban lalu lintas yang tinggi atau sebaliknya ada daerah yang 
tidak berkembang.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang Masalah 
 Kota Makassar sebagai salah satu wilayah terpadat di Indonesia 
bagian Timur. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke 
tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup pesat serta terjadinya 
urbanisasi dari desa ke kota, sehingga menimbulkan permasalahan yang 
lebih kompleks diantaranya terbatasnya tanah bangunan di daerah 
perkotaan untuk perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah. 
 Tanah merupakan hak dasar setiap manusia, keberadaannya 
dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melihat konsep awal mula 
hubungan hukum antara manusia dengan tanah adalah hubungan yang 
mempunyai ciri kolektif dan baru kemudian dalam perkembangannya 
tercipta hubungan yang bersifat individual. 1  Konsep hubungan antara 
manusia dengan tanah yang bersifat kolektif atau universal itu dapat 
dilihat dengan berlakunya dalam konteks hukum pertanahan nasional 
yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria atau disebut dengan Undang-
Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat dengan UUPA 
                                                         
     1 Maria S.W Sumardjono, 2008, Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
Buku kompas : Jakarta, hlm. 7. 
 2 
merupakan dasar dari pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagaimana mengatur: 
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
 
 Berdasarkan isi dari landasan konstitusional UUPA, Bumi dalam hal 
ini adalah permukaan bumi atau tanah, termasuk pula tubuh bumi di 
bawahnya serta yang berada di bawah air memang memberikan akses 
kepada seluruh rakyat Indonesia.2 Teranglah dari penjelasan itu bahwa 
kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada 
Negara sebagai yang dikatakan UUPA “mengatur pemilikan dan 
memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah 
kedaulatan Bangsa Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
 Tugas kewajiban mengelola tersebut, yang menurut sifatnya 
termasuk bidang hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh 
seluruh Bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh Bangsa 
Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengemban Amanat tersebut 
menurut Pasal 2 ayat (1) UUPA, pada tingkatan tertinggi dikuasakan 
kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat. Hubungan hukum, yang dalam UUD 1945 dirumuskan 
dengan istilah “dikuasai” itu, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum 
                                                         
     2 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria : kajian komprehensif. Kencana : Jakarta, hlm. 46. 
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publik oleh UUPA dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan rincian kewenangan 
hak menguasai dari negara berupa kegiatan:  
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
 Pasal 14 ayat (1) UUPA dijelaskan pula bahwa bagaimana 
pemerintah dalam rangka sosialisme di Indonesia, membuat suatu 
rancangan atau rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan, 
penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, sebagai berikut; 
1. Untuk keperluan Negara, 
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya 
sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, 
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan, 
4. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu, 
5. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan 
pertambangan. 
 4 
 Untuk itu diperlukan adanya perencanaan peruntukkan dan 
penggunaan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 
UUPA yakni menggunakan tanah sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Adapun Pasal 9 UUPA yang telah meletakkan 
landasan berkenaan dengan distribusi penggunaan tanah ini. Pasal 9 
UUPA yang merupakan realisasi prinsip kenasionalan, dalam ayat (2) 
mengatur:  
“Tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak 
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi 
diri sendiri maupun keluarganya”. 
 
 Akses yang dijamin oleh UUPA tersebut harus diperebutkan antara 
rakyat dengan dua aktor lainnya, yakni Pemerintah dan pihak swasta, 
masing-masing dengan posisi tawar yang berbeda. 3  Hal ini membawa 
akibat bahwa pelaksanaan Pasal 9 UUPA yang diciptakan dalam rangka 
melaksanakan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 saat ini boleh 
dikatakan belum maksimal. 
 Cepatnya proses pembangunan yang dilakukan pemerintah 
ataupun pihak swasta di daerah perkotaan yang menuntut penyediaan 
tanah yang relatif luas untuk berbagai keperluan sarana dan prasana, 
menjadi akibat semakin sulitnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam 
mengakses sebidang tanah untuk keperluan perumahan. Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah atau selanjutnya disingkat MBR adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 
mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah.4 
                                                         
     3 Maria S.W Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. 
Buku kompas : Jakarta, hlm. 26 
     4 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman Pasal 1 ayat (24). 
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 Perumahan merupakan kebutuhan dasar selain pangan dan 
sandang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan 
yang meningkat bersamaan dengan pertambahan penduduk khususnya di 
daerah perkotaan diperlukan penanganan dengan perencanaan yang baik 
dalam penyediaan tanah. 
 Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan 
pembangunan perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan 
menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, 
aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik 
Indonesia.5 Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia idealnya rumah 
harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah dan masyarakat yang tinggal pada daerah padat 
penduduk di perkotaan. 
 Dalam bidang perumahan dan pemukiman, TAP MPR RI nomor 
II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara atau disingkat 
GBHN menetapkan bahwa :  
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya 
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk 
meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada 
pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta 
menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan 
pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, upaya 
pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan 
untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin 
meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat 
terutama golongan yang berpenghasilan rendah.6 
  
                                                         
     5 Urip Santoso, Op.Cit, hlm.2. 
     6 Muchsin dan Imam koeswahyono, 2012, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan 
Tanah dan Penataan Ruang. Sinar grafika : Jakarta , hlm 67. 
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 Pesatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota menimbulkan 
sulitnya penyediaan tanah di daerah perkotaan menjadi salah satu 
penyebab timbulnya perumahan kumuh yang menjadi hunian masyarakat 
ekonomi lemah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin kepastian 
bermukim yang layak dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, dan 
harmonis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 3 huruf (b) 
mengatur : 
“Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 
penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan 
lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata 
ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama 
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. 
  
 Artinya dalam pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman, hubungan tanah menjadi satu kesatuan dan terikat sesuai 
dengan asas perlekatan. Terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 3 
huruf (b) yang menjamin bermukim yang layak dan terjangkau dalam 
lingkungan sehat, aman, dan harmonis untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah dalam mewujudkannya, perlu diperhatikan masalah pertanahan 
yang menjadi salah satu faktor dalam pembangunan perumahan 
disebabkan pada dasarnya perumahan dibangun di atas tanah dengan 
status tanah tertentu. 
 Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah tanah merupakan suatu 
benda bernilai ekonomis, bahkan tidak jarang tanah merupakan benda 
yang menjadi alat investasi oleh para pelaku bisnis. Itu juga 
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memungkinkan tanah sebagai objek spekulasi dan praktik monopoli. 
Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya nilai ekonomis tanah 
mengakibatkan semakin tajamnya kesenjangan sosial antara mereka yang 
mempunyai akses yang memungkinkan penguasaan tanah bangunan 
yang melampaui batas kewajaran dihadapkan dengan mereka yang paling 
membutuhkan tanah, namun berada dalam posisi ekonomi lemah.7  
 Terkait dengan semua itu, Pasal 6 UUPA yang mengatur: “Semua 
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti bahwa hak atas tanah 
apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa 
tanahnya itu akan digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, 
apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan 
tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, 
hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 
mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. 
Tetapi dalam ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan 
perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. 
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling 
mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok 
kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi rakyat 
seluruhnya.  
 Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi 
kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam berbagai aturan perundang-
undangan. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
                                                         
     7 Maria S.W Sumardjono, Op.Cit, hlm. 11. 
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1999 tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup, 
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan itu 
memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas 
kesejahteraan berupa hak milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya 
bersama-sama dengan masyarakat. Artinya hak milik yang mempunyai 
fungsi sosial itu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. 
Prinsip penghormatan terhadap milik pribadi ini kemudian dicantumkan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yakni dalam 
Pasal 28 A, Pasal 28 H ayat (4) dan pasal 28 J ayat (2).8 
 Dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, 
tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang 
diduga. Secara khusus, hak atas tanah yang merupakan hak ekonomi, 
sosial dan budaya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Pengesehan International Covenant on Economic, Social, 
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya).  Kaitannya dengan ketersediaan tanah, dalam Pasal 
11 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 disebutkan tentang 
hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan 
keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh pangan, sandang, dan 
perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus-menerus. 
 Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dimaksudkan 
untuk secara langsung maupun tidak langsung memberikan jaminan 
                                                         
     8 Maria S.W Sumardjono, Op.Cit, hlm. 3. 
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kesejahteraan bagi terwujudnya hak-hak tersebut baik bagi orang 
perorangan maupun kelompok, namun demikian dalam kenyataannya 
tidak semua peraturan perundang-undangan mendukung tujuan tersebut, 
bahkan mungkin bertentangan dengan semangat keadilan. 
 Peningkatan jumlah kebutuhan terhadap permukiman yang 
merupakan kebutuhan dasar individu terkhusus lagi oleh masyarakat 
berpenghasilan rendah akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan 
tanah. Ini berarti peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan selalu 
terkait langsung dengan penyediaan permukiman, dan penyediaan 
permukiman berhubungan dengan masalah penyediaan tanah.  
 Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah pada daerah 
perkotaan Makassar yang belum tinggal di rumah layak huni menjadi 
potensi besar timbulnya perumahan dan pemukiman kumuh. Dapat dilihat 
dari backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun 
dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat mencapai 300.000 unit.9 
Sedangkan laju urbanisasi yang terus meningkat di kota Makassar yang 
dapat dilihat untuk tahun 2013 jumlah penduduk kota Makassar mencapai 
1,4 juta jiwa dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1,6 juta jiwa.10 
 Daerah perkotaan yang menjadi urban area tentu saja selalu diikuti 
dengan peningkatan kebutuhan tanah. Oleh karena itu, pembangunan 
perumahan, khususnya di daerah perkotaan yang menjadi urban area 
terkendala dengan proses penyediaan tanah. 
  
                                                         
    9 Sumber : Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Sul-Sel. 
     10 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassar 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penyediaan tanah untuk permukiman bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah berdasarkan peraturan perundang-
undangan ? 
2. Faktor apakah yang menyebabkan penyediaan tanah untuk 
permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota 
Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mempelajari dan menganalisis pelaksanaan penyediaan 
tanah untuk permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perlunya 
penyediaan tanah untuk permukiman bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah di kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoretis, memberikan sumbangsih pemikiran yang 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat 
menjadi referensi khususnya bagi kalangan di bidang hukum dan 
bagi seluruh masyarakat pada umumnya. 
2. Secara praktis, sebagai informasi bagi masyarakat dan instansi-
instansi atau lembaga-lembaga terkait sebagai acuan terwujudnya 
keadilan dan kesejahteraan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tanah 
 Guna memahami definisi tanah secara komprehensif, sebelumnya 
melihat definisi tanah dari Undang-Undang maupun dari beberapa ahli 
akan lebih mudah mengambil perspektif sendiri tentang definisi tanah itu 
sendiri. 
 Sebutan tanah dapat dipakai dalam berbagai arti. Oleh karena itu, 
dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa 
istilah tersebut digunakan.11  
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah : 
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 
2. Keadaan bumi di suatu tempat. 
3. Permukaan bumi yang diberi batas. 
4. Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, 
napal, dan sebagainya). 
 
 Pengertian tanah berdasarkan yang dimaksud dalam Pasal 4 
UUPA, bahwa : 
 Kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian 
yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana Pasal 4 
bahwa hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. 
  
 Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan 
sebagai permukaan bumi. Tanah adalah sesuatu benda bernilai ekonomis 
menurut pandangan bangsa Indonesia, tanah juga disatu sisi memberi 
banyak manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia dan tidak jarang pula 
                                                         
    11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonsia : Sejarah Pembentukan UUPA dan 
Pelaksanaannya. Jakarta, 2008, hlm.18. 
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menimbulkan sengketa dalam masyarakat, hingga menimbulkan sendatan 
dalam pelaksanaan pembangunan. 
 Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat 
memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang 
sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara 
dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis. 
Karena selain itu, tanah bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan 
namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi 
manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan 
sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan 
masyarakat dan justru sebaliknya memberikan kesejahteraan bagi 
masyarakat itu sendiri. 
 
B. Pengertian  Perumahan dan Permukiman 
 Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pengertian real 
estate. Real estate  merupakan kegiatan pembangunan yang berkaitan 
dengan perumahan.12 Ditinjau dari sudut pandang etimologis, kata real 
estate tidak berasal dari bahasa Indonesia melainkan berasal dari bahasa 
Inggris. Namun kata real estate sudah diserap dalam bahasa Indonesia 
menjadi real estat. Dalam kamus Inggris Indonesia disebutkan bahwa real 
estate diartikan barang/milik tetap, barang tidak bergerak 13 . Ini 
menunjukkan bahwa real estate berkaitan dengan barang tidak bergerak 
yaitu tanah. 
                                                         
     12 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Jakarta, 2014,  hlm. 25 
     13 John M.Echols dan Hasan Sadhily, Kamus Inggris Indonesia, Cetakan III, Gramedia , 
Jakarta, 1984, hlm. 468. 
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 Rumah yang menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia selain 
pangan dan sandang. Oleh karena itu, perlu dipahami betul apa definisi 
perumahan yang cocok dengan kondisi tersebut. 
 Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil 
fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus 
berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya 
dalam suatu kurun waktu dan yang terpenting dari rumah adalah dampak 
terhadap penghuni, bukan wujud atau standar fisiknya.14 
 Melihat dari definisi yang dikemukakan, rumah berdampak 
langsung terhadap penghuninya, artinya rumah yang baik tidak harus 
dirancang atas dasar arsitektur yang seharusnya dibutuhkan tetapi harus 
fleksibel sehingga golongan masyarakat berpenghasil rendah mampu 
memenuhi kebutuhannya. 
 Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatur : 
 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 
pemenuhan yang layak huni.15 
 
 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang terdiri lebih 
dari satu satuan rumah yang mempunyai prasarana, sarana, dan 
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan16. 
 
                                                         
     14 Nasikun. 2007. Pengantar : Urbanisasi dan Kemiskinan. Tiara Wacana Yogya : 
Yogyakarta, hlm. 107. 
    15 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman Pasal 1 ayat (2) 
    16 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman Pasal 1 ayat (5) 
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  Dari pengertian tersebut di atas, maka yang menjadi unsur penting 
dalam perumahan atau real estate ialah tanah. 
 
C. Pengertian Penyediaan dan Pengadaan Tanah 
 Ketersediaan tanah Negara yang sama sekali tidak dihaki atau 
diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat 
terbatas.17 Dengan kata lain, tanah-tanah di Indonesia pada umumnya 
sudah dipunyai atau setidaknya ada yang menduduki. Akibatnya, jika ada 
kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah, maka tanah itu harus 
diperoleh dengan penyediaan dan pengadaan tanah. 
 Bukannya tidak ada tanah yang tersedia, tetapi hanya tanah bebas 
dari hak orang atau badan hukum yang justru dibutuhkan oleh pemerintah 
untuk pembangunan proyek yang direncanakan. 
 Istilah “menyediakan” ialah mencapai keadaan “ada”. Karena di 
dalam upaya “menyediakan sudah terselib arti “mengadakan” atau 
keadaan “ada” itu. Sedangkan di dalam “mengadakan” tentunya  
menemukan atau tepatnya mencapai sesuatu yang “tersedia” sebab 
sudah “diadakan”, kecuali kalau tidak berbuat demikian.18 
 Jadi, kedua istilah itu mempunyai arti yang menuju kepada satu 
pengertian yang dapat dibatasi kepada suatu perbuatan untuk 
mengadakan agar tersedia tanah bagi kepentingan pemerintah. 
                                                         
17 Oloan Sitorus, Op.Cit, hlm 39. 
     18 John salindeho, 1993, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 
25. 
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 Pengertian pengadaan tanah juga terdapat dalam Undang – 
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatur : 
 Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan 
cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak.19 
 
 Berdasarkan rumusan itu dapat diketahui bahwa istilah pengadaan 
tanah lahir karena keterbatasan persediaan tanah untuk pembangunan, 
sehingga untuk memperolehnya perlu dilakukan dengan memberikan 
ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah itu. Singkatnya, istilah 
pengadaan tanah pada prinsipnya hanya dikenal dalam perolehan yang 
sudah dikuasai seseorang atau badan hukum dengan suatu hak.20 
 Melihat dari aturan yang berlaku, pengadaan tanah merupakan 
perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan 
pembangunan khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya 
pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang 
memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya 
diperlukan untuk kegiatan pembangunan. 
 Dalam kegiatan pengadaan tanah tersangkut dua pihak, yakni 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang 
tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Karena tanah sebagai 
kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial, 
dan budaya, maka pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses 
                                                         
     19 Lihat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka (2). 
     20 Oloan sitorus dan Dayat limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, 
Yogyakarta, 2004, hlm. 5. 
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yang menjamin tidak adanya “pemaksaan kehendak” satu pihak terhadap 
pihak lain.21  
 
D. Asas-Asas Hukum Pengadaan Tanah 
 Pengadaan tanah akan lebih utuh dipahami bila tetap berpegang 
pada konsepsi hukum tanah nasional. Konsepsi hukum tanah nasional 
diambil dari hukum adat, yakni berupa konsepsi yang komunalistik religius  
yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-
hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur 
kebersamaan.22 
 Dengan hak apapun suatu bidang tanah dikuasai, tanah yang 
bersangkutan adalah sebagian dari tanah bersama Bangsa Indonesia. 
Oleh karena itu, penetapan peruntukan dan penggunaannya selain 
berpedoman pada kepentingan pribadi pemegang haknya, juga wajib 
memperhatikan kepentingan bersama. 
 Konsepsi hukum tanah nasional itu kemudian lebih dikonkretkan 
dalam asas-asas hukum pengadaan tanah.  Menurut Maria S.W 
Sumardjono, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya 
untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa 
kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan lebih buruk dari keadaan 
semula, paling tidak setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan 
oleh pihak lain. Oleh karena itu, pengadaan tanah harus dilakukan sesuai 
dengan asas-asas berikut :23 
                                                         
     21 Maria Sumardjono, Op.Cit, hlm. 282 
     22 Boedi Harsono, Op.Cit, hlm. 171 
     23 Maria Sumardjono, Op.Cit, hlm. 283. 
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1. Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan 
tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang 
memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. Kegiatan fisik 
pembangunan dapat dilaksanakan bila terjadi kesepakatan antara 
para pihak dan ganti kerugian telah diserahkan. 
2. Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan 
dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat 
yang terkena dampak, dan masyarakat luas. Manfaat dari hasil 
kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat 
sebagai keseluruhan. 
3. Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan 
ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, 
minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan 
kerugian terhadap faktor fisik maupun non fisik 
4. Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara 
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para 
pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. 
5. Asas Keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat 
yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek 
dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, 
rencana permukiman dan lokasi pengganti (bila ada), dan hak 
masyarakat untuk menyampaikan keberatan. 
6. Asas Keikiutsertaan/partisipasi, peran serta seluruh pemangku 
kepentingan dalam setiap tahap pengadaan tanah (perencanaan, 
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pelaksanaan, evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut 
memiliki dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap 
kegiatan yang bersangkutan. 
7. Asas kesetaraan, asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi 
pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak 
secara sejajar dalam proses pengadaan tanah. 
8. Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial 
ekonomi, dampak negatif pengadaan tanah sedapat mungkin 
diminimalkan, disertai dengan upaya untuk memperbaiki taraf hidup 
masyarakat yang terkena dampak sehingga kegiatan sosial 
ekonominya tidak mengalami kemunduran. 
 Esensi pendapat yang dikemukakan diatas memang masih 
menitikberatkan pada fungsi sosial tanah dan hak perseorangan atas 
tanah harus setara sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tanah tidak 
ada lagi masyarakat yang dirugikan secara ekonomi dan sosial. 
 Pengaruh global membuat pengelolaan masalah pertanahan harus 
mengarah juga kepada prinsip penggunaan tanah yang berkelanjutan. 
Apabila diabaikan hal ini akan berdampak negatif, tidak hanya dalam 
skala nasional tetapi juga dalam skala global, mengingat saling 
ketergantungan yang semakin besar antar masyarakat internasional.24 
 Berdasarkan kenyataan sulitnya akses terhadap tanah serta 
kerusakan sumber kehidupan karena penggunaan tanah yang melampaui 
batas ditambah dengan konflik penggunaan tanah yang semakin 
                                                         
     24 Ibid, hlm. 28 
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mencolok, asas ini memberikan perlindungan kepada pihak ekonomi 
lemah yang telah diperluas dengan arah memerangi kemiskinan yang 
sudah merupakan permasalahan global. 
 
E. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
 Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang 
diatur berdasarkan Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masyarakat berpenghasilan 
rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang 
mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 
pemerintah untuk memperoleh sarusun umum sesuai aturan Pasal 1 
Angka 14 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.  
 Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan 
kebutuhan sarana dan pasarana perkotaan semakin meningkat terutama 
kebutuhan perumahan. Mengingat pengadaan perumahan daerah 
perkotaan sangat terbatas, masalah pemenuhan kebutuhan perumahan 
sampai saat ini masih sulit dipecahkan, terutama bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah.  
 Membahas tentang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah, potret yang terbayang dan muncul di benak kepala biasanya 
adalah perumahan yang padat, kacau balau tidak teratur, kotor, merusak 
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citra kota.25 Potret masyarakat berpenghasilan rendah ini tercermin dari 
kondisi sosial ekonomi dalam kehidupannya dan ditunjukkan dengan 
kondisi perumahan masyarakat diberbagai wilayah. Baik di daerah desa 
maupun di perkotaan masih dalam kondisi yang tidak layak. Di daerah 
desa banyak dijumpai rumah penduduk berdinding kayu, beratap daun 
dan berlantai tanah. Ketidaklayakan rumah mereka juga terlihat dari 
kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang masih belum memadai bagi 
kelangsungan hidup mereka. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah dan miskin yang menghuni perumahan dan tempat-tempat yang 
tidak layak, mereka hidup dengan keterpaksaan di kampung-kampung 
kumuh, di kolong-kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, bantaran 
sungai, pasar, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang tidak memenuhi 
persyaratan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan hidupnya. 
 Lebih lanjut bahwa terdapat kaitan antara kondisi ekonomi dengan 
tingkat prioritas kebutuhan perumahan pada setiap manusia. Bagi 
masyarakat golongan berpenghasilan rendah, terdapat 3 tingkat prioritas 
kebutuhan perumahan yaitu :26 
1. Faktor jarak menjadi prioritas utama. 
2. Faktor status lahan dan rumah menjadi prioritas kedua. 
3. Faktor bentuk dan kualitas rumah menjadi prioritas ketiga. 
 Dalam menentukan prioritas kebutuhan rumah, masyarakat 
golongan berpenghasilan rendah cenderung meletakkan prioritas utama 
pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat 
                                                         
     25 Nasikun, Op.Cit, hlm. 109 
     26 ibid, hlm. 113 
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memberikan kesempatan kerja. Tanpa kesempatan kerja yang dapat 
menopang kebutuhan sehari-hari, sulit bagi mereka untuk dapat 
mempertahankan hidupnya. Status pemilikan rumah dan hak-hak 
penguasaan khususnya hak milik atas tanah dan bangunan, tidak begitu 
penting. Yang penting adalah tidak diusir atau digusur, sesuai dengan 
cara berpikir mereka bahwa rumah adalah sebuah fasilitas.  Sedangkan 
bentuk maupun kualitas rumah menjadi prioritas terakhir. Yang terpenting 
bagi mereka adalah tersedianya rumah untuk berlindung dan istirahat 
dalam upaya mempertahankan hidupnya dan menyelenggarakan 
kehidupan. 
 
F. Distribusi Tanah di Perkotaan 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah 
wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 
pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 
sosial, dan kegiatan ekonomi.27 
 Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penggunaan tanah 
di kawasan perkotaan, yaitu :28 
1. Pada umumnya digunakan untuk sesuatu kegiatan yang 
memerlukan tanah (tempat/ruang) relatif tidak luas dan biasanya 
diukur dengan ukuran meter persegi misalnya untuk kegiatan 
                                                         
     27 Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 25 
     28 Urip Santoso, Op.Cit, hlm. 254. 
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perumahan, perkantoran, perhotelan, perdagangan, pabrik/industri, 
pendidikan, peribadatan, fasilitas umum/sosial. 
2. Ciri-ciri kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan 
adalah aktivitas hidupnya non-pertanian dan jasa-jasa tertentu. 
3. Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan adalah 
sangat besar, sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas 
jumlah dan luasnya. 
 Lemahnya penerapan manajemen tanah perkotaan tampak dari 
meningkatnya harga tanah yang mendorong timbulnya spekulasi, 
kelangkaan pengembangan tanah perkotaan untuk permukiman, serta 
menjamurnya permukiman liar. Pada umumnya, tanah perkotaan itu 
diperoleh melalui proses alih fungsi tanah pertanian, baik yang dilakukan 
oleh pemerintah maupun pihak swasta.29 
 Ada ketidakseimbangan antara jumlah penduduk di kawasan 
perkotaan dengan persediaan tanah yang ada. Jumlah penduduk yang 
besar di kawasan perkotaan, sedangkan jumlah dan luas tanah yang 
tersedia di kawasan perkotaan sangat terbatas, sehingga dapat 
menimbulkan persaingan dalam mendapatkan sebidang tanah dan 
berpotensi menimbulkan sengketa bagi para pihak. 
 
 
 
 
                                                         
     29 Ibid, hlm. 31 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum 
empiris adalah suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat 
hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 
lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang 
dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum 
empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat 
dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada 
di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.30 
 
B. Lokasi Penelitian 
 Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi 
penelitian adalah daerah Kota Makassar dikarenakan yang menjadi objek 
penelitiannya adalah penyediaan tanah untuk permukiman bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah terkait dengan sulitnya mendapatkan 
tanah bangunan di daerah perkotaan dan jumlah penduduk yang semakin 
bertambah akibat urbanisasi. 
 
C. Jenis Data 
 Sebagaimana tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian 
empiris. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah sumber bahan 
hukum dalam penelitian empiris, yaitu : 
                                                         
     30 Diakses https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-
normatif/#sthash.0XRyeJoy.dpuf pada tanggal 23 februari 2016, pukul 19.00 
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a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari 
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 
penelitian lapangan yang dilakukan melalui, wawancara. 
b. Sumber data sekunder, bahan yang menjadi pelengkap atau 
pendukung data sekunder, yaitu berupa aturan perundang – 
undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan 
dengan pokok permasalahan. 
 
D. Populasi dan Sampel 
      1. Populasi  
 Peneliti mengambil populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh 
aparat Pemerintah Bagian Hukum Kota Makassar, aparat Dinas Tata 
Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, aparat Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar, aparat 
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar, 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, aparat Kecamatan 
Mariso, pengembang (Developer) dalam hal ini PERUMNAS, masyarakat 
berpenghasilan rendah Kelurahan Lette, Kota Makassar. 
      2. Sampel 
 Peneliti mengambil sampel sebanyak 21 orang terdiri dari 7 
responden masyarakat berpenghasilan rendah dengan slip gaji (Pegawai 
negeri sipil / pegawai swasta) di Kompleks Perum PERUMNAS Jalan Let 
Jend Hertasning, Kota Makassar, 7 orang responden masyarakat 
berpenghasilan rendah tanpa slip gaji (Nelayan & penjual ikan) di 
Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan 7 orang 
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narasumber yang terdiri dari aparat pemerintah serta pengembang 
(developer). Dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive 
sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan 
persyaratan sampel yang diperlukan, dapat dikatakan sebagai secara 
sengaja mengambil sampel tertentu sesuai persyaratan sifat, karakteristik, 
ciri, kriteria sampel yang mencerminkan populasinya.31 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pertama, studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun 
informasi dari buku – buku ilmiah, dokumen – dokumen ilmiah, aturan 
perundang – undangan, ketetapan – ketetapan dan sumber ilmiah tertulis 
lainnya. Kedua,  wawancara (interview) dengan mendatangi narasumber 
dan responden, dan melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaannya 
teratur dan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
F. Analisis Data 
 Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu, analisis 
data kualitatif yang artinya data dan informasi yang diperoleh disajikan 
secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. 
  
                                                         
     31 Buchari Alma, 2008, Belajar mudah Penelitian untuk peneliti pemula. Alfabeta : 
Bandung, hlm. 63 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penyediaan Tanah Untuk Permukiman Bagi MBR Berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan 
Rumah yang layak dan terjangkau merupakan hak setiap orang. 
Tempat tinggal bukan hanya sekedar tempat untuk berlindung dari cuaca 
buruk, lebih dari itu bagi seorang manusia rumah atau tempat tinggal telah 
menjadi suatu bagian penting dari dirinya. Di rumah lah seorang manusia 
menyimpan hal-hal yang bersifat pribadi dari dirinya, di rumah lah proses 
keluarga dibentuk, dan di rumah lah hubungan sosial terkecil, yaitu 
tetangga mulai dibangun. Melihat pentingnya sebuah rumah atau tempat 
tinggal ini maka pemerintah bertugas mengaturnya melalui suatu aturan 
hukum. 
Pemerintah yang pada hakikatnya eksis untuk menciptakan 
ketertiban sosial melihat masalah penyedian rumah sebagai salah satu 
faktor ketertiban sosial. Tersedianya rumah dengan lokasi, ukuran, dan 
harga yang adil bagi setiap kualifikasi yang ada di masyarakat, baik itu 
yang berpenghasilan tinggi maupun yang rendah, yang diatur melalui 
peraturan perundang-undangan akan membuat suasana dan kondisi yang 
tertib di masyarakat. Jika hal itu tidak di atur, maka setiap orang akan 
dengan bebasnya membangun rumah di manapun, dengan ukuran 
sebesar apapun, tanpa memperhatikan tata perkotaan, efek lingkungan 
hidup, dan kemanfaatan sosial dari pembangunan rumahnya. Ini tentu 
merupakan suatu kekacauan sosial yang harus dihindarkan. 
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1. MBR Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut UU Perumahan hadir 
sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan rumah bagi warganya. 
Dalam Pasal 5 ayat (1), menetapkan bahwa : 
“Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh 
pemerintah”.  
 
Artinya satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini 
adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan 
rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib 
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah 
melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap 
dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, 
berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, 
keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal. 
Pemerintah melalui Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan term 
“rumah umum” untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 
Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
merupakan kewajiban bagi pemerintah, hal ini berdasarkan Pasal 54 ayat 
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(1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat (1) yang menetapkan: Pemerintah 
wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Mengingat bahwa objek dari 
perumahan ini ialah masyarakat berpenghasilan rendah, maka pemerintah 
dalam pemenuhan kewajibannya kemudian menyediakan beberapa 
kemudahan-kemudahan. Sebagaiamana Pasal 54 ayat (3) Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, beberapa kemudahan itu antara lain subsidi perolehan 
rumah, stimulan rumah swadaya, insentif-insentif perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, 
perizinan, asuransi dan penjaminan, penyediaan tanah, sertifikasi tanah, 
dan/atau prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
Kepemilikan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 
selain terdapat berbagai kemudahan, juga terdapat berbagai batasan. 
Rumah yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak 
dapat dipindahkan hak hukumnya melalui sewa dan/atau perpindahan hak 
milik kecuali telah ditinggali paling kurang 5 tahun, telah berpindah tempat 
tinggal karena kondisi keuangan yang lebih baik, atau karena waris. Hal 
ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (5) Undang – Undang Nomor 
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
Terkait permasalahan pengadaan tanah, Undang – Undang Nomor 
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah 
mengaturnya. Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah umum ini 
dilakukan dengan cara pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang 
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langsung dikuasai negara, konsolidasi tanah oleh pemilik tanah, peralihan 
atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendayagunaan tanah 
negara bekas tanah terlantar, dan/atau pengadaan tanah untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Khusus sertifikasi terhadap pemilik tanah 
hasil konsolidasi tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan.  
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak 
dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, 
diketahui bahwa terdapat program mengenai peningkatan kualitas rumah 
yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Provinsi Selatan.32  Program ini 
dilaksanakan dalam jangka 5 tahun, dengan rencana seribu rumah 
pertahunnya. Perlu dipahami program ini bukan berarti pemerintah 
membangun rumah bagi warga Sulawesi Selatan, tetapi hanya 
ditingkatkan kualitasnya atau dengan kata lain diperbaiki kondisi fisiknya. 
Sumber dana dari program ini diambil dari APBD Provinsi. Pihak Dinas 
Tata Ruang Provinsi menambahkan bahwa program ini dibuat guna 
                                                         
     32 hasil wawancara oleh Irmayanti, ST. Kepala Seksi Penelitian Administrasi Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Tanggal 30 Maret 2016 
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memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya MBR terhadap rumah atau 
tempat tinggal yang layak huni. 
Lain halnya dengan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas 
Tata Ruang Kota Makassar, penulis diberitahukan bahwa pada periode ini 
belum ada ketentuan hukum mengenai wilayah mana saja yang akan 
dijadikan tempat penyediaan tanah untuk rumah bagi MBR. Selanjutnya 
ditambahkan bahwa khusus di Kota Makassar, jika wilayah itu berada di 
pinggiran jalan besar, maka perencanaannya untuk rumah komersil, 
sedangkan dibelakangnya baru dimanfaatkan untuk perumahan MBR. 
Namun pada akhir sesi wawancara, diakui bahwa kendala utama tetap 
ada pada ketersediaan tanah. 
2. MBR Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun 
Sejalan dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melihat 
keterbatasan jumlah tanah yang tidak seimbang dengan pertumbuhan 
jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka pemerintah selanjutnya 
menjawab persoalan tersebut dengan mengeluarkan Undang – Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 Rumah Susun dalam Pasal 5 ayat (1) menetapkan 
bahwa : “Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan rumah susun 
yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. 
Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 
distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 
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vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki 
dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 
Meskipun terdapat aspek komersial dalam pembangunan rumah susun 
komersial, pelaku pembangun rumah susun komersial wajib menyediakan 
rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari 
total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 
Berbeda ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang – Undang Nomor 
20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun berdiri di atas sebuah tanah 
bersama. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa 
untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak 
terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya 
dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Penyediaan tanah bersama 
ini dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama dengan penyediaan 
tanah untuk perumahan umum, yaitu dengan pemberian hak atas tanah 
terhadap tanah yang langsung dikuasai negara, konsolidasi tanah oleh 
pemilik tanah, peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang 
hak atas tanah, pemanfaatan barang milik negara atau barang milik 
daerah berupa tanah, pendayagunaan tanah wakaf, pendayagunaan 
sebagian tanah negara bekas tanah terlantar, dan/atau pengadaan tanah 
untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Dalam membangun rumah 
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susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas 
sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Hal ini 
dilakukan guna menghindari adanya konflik antara sesama penghuni 
rumah susun. Adanya pemisahan ini juga memberikan kejelasan atas 
batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik, 
batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi 
hak setiap sarusun,  dan batas dan uraian tanah bersama dan besarnya 
bagian yang menjadi hak setiap sarusun. 
3. MBR Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Tabungan Perumahan Rakyat 
 Negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas 
tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Upaya pemenuhan kebutuhan 
akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum 
tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan 
perumahan rakyat. Oleh karena itu, dengan membentuk Undang – 
Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat yang 
selanjutnya disingkat UU Tapera. Tabungan perumahan rakyat atau 
selanjutnya disingkat TAPERA, adalah penyimpanan yang dilakukan oleh 
peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat 
dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan 
berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 
 Penulis berpendapat bahwa sasaran tapera ini mencakup semua 
MBR. Undang – Undang Tapera mengategorikan peserta tapera menjadi 
3 (tiga) pekerja, yakni pertama, peserta pekerja yang bekerja dengan 
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menerima gaji, upah, atau imbalan. Kedua, peserta pekerja mandiri yang 
bekerja tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan 
penghasilan. Dan ketiga, peserta secara sukarela. 
 Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4a ayat (1) ditetapkan maksimum sebesar 3% (tiga persen) / 5% (lima 
persen) / 20% (dua puluh persen) dari : 
a. Gaji atau Upah dengan maksimum 20 kali upah minimum 
untuk Peserta Pekerja. 
b. Penghasilan rata-rata per bulan dalam satu tahun takwim 
sebelumnya dengan maksimum 20 kali upah minimum untuk 
Peserta Pekerja Mandiri. 
c. Dari Gaji atau Upah atau Penghasilan per bulan untuk 
Peserta Secara Sukarela. 
 Peserta pekerja yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau 
imbalan secara langsung akan didaftarkan oleh pemberi kerja. Kalaupun 
pemberi kerja tidak mendaftarkan dirinya, pekerja berhak mendaftarkan 
dirinya sendiri sebagai peserta ke BP Tapera dan wajib membayar iuran 
sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) menetapkan bahwa :  
“Iuran Tapera ditetapkan sebesar 3% dari upah sebulan. Sebesar 
2,5% akan ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung oleh 
perusahaan”. 
 
 Peserta pekerja mandiri dan peserta sukarela wajib mendaftarkan 
dirinya sendiri ke BP Tapera.33  
 
                                                         
     33 lihat dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan 
Rakyat, Pasal 11. 
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4. MBR Dalam PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hunian Berimbang 
Aturan hukum selanjutnya yang mencoba mengakomodir 
ketersediaan rumah bagi MBR ialah PERMEN Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang. 
Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang 
dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk 
rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah 
menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara 
rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk 
rumah tapak dan rumah susun umum. Dalam ketentuan ini diatur bahwa 
Dalam hal pembangunan rumah umum dan rumah susun umum tidak 
dapat dilakukan karena ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang 
daerah yang telah berlaku sebelumnya, maka Pemerintah Daerah dapat 
mengeluarkan izin terkait perubahan rencana tata ruang daerah tersebut. 
Ketentuan tersebut mencoba mengakomodir hak MBR agar tetap 
dapat mendapatkan tempat tinggal. Perubahan terhadap rencana tata 
ruang daerah dilakukan agar penataan ruang daerah tidak hanya 
diperuntukan untuk rumah mewah dan hal-hal yang bersifat komersil. 
Tetapi juga dapat diperuntukan bagi MBR, inilah yang dimaksud dengan 
hunian berimbang. Perubahan tersebut dalam Pasal 12A ayat (3) aturan 
ini merupakan pendukung program strategisnasional sebagai pelaksanaan 
amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (h) mengenai hak 
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masyarakat untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat dalam rangka pengadaan perumahan dan kawasan 
permukiman bagi penyediaan rumah layak huni masyarakat 
berpenghasilan rendah yang merupakan kewajiban Pemerintah. 
5. PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan 
Rumah Bagi MBR 
 Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka 
terbitlah peraturan menteri yang mengatur khusus masalah pemberian 
kemudahan bagi MBR. Peraturan ini menentukan bahwa kemudahan bagi 
MBR diberikan melalui dana murah jangka panjang dan/atau subsidi 
perolehan rumah. Dana murah jangka panjang disalurkan melalui FLPP 
sedangkan subsidi perolehan rumah melalui SBKP. FLPP adalah Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan  yang merupakan dukungan fasilitas 
likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya 
dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
SBKP adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah berupa selisih suku bunga/marjin antara 
kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga 
komersial dengan suku bunga/marjin kredit/pembiayaan pemilikan rumah 
yang dibayar oleh debitur/nasabah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu 
terdapat pula Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) yang 
merupakan subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 
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berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian/seluruh uang 
muka perolehan rumah. Namun terkait masalah bantuan pemberian uang 
muka, jika bank pelaksana memberikan uang muka yang lebih besar dari 
SBUM, maka MBR harus menutupi kekurangan yang ada, sebaliknya jika 
besaran uang muka ternyata lebih rendah dari SBUM yang diterima MBR, 
maka seluruh SBUM harus digunakan untuk membayar uang muka agar 
mengurangi pokok kredit perumahan yang jadi kewajiban MBR. Selain itu 
syarat untuk mendapatkan semua kemudahan dari ketentuan ini salah 
satunya ialah MBR yang menjadi sasaran belum pernah mendapatkan 
subsidi perumahan dalam bentuk apapun dari pemerintah. 
 
B. Faktor Penyebab Penyediaan Tanah Untuk Permukiman Bagi 
MBR di kota Makassar 
 Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan 
masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang Perindustrian, 
Perumahan, Jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat 
digunakan sebagai tabungan masa depan. Tanah merupakan tempat 
pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai 
sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha 
tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan 
persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia. Di sisi lain 
tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga 
kelestariannya. 
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 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak dari Badan 
Perencenaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar, 
diketahui bahwa masalah tanah dari waktu ke waktu semakin bertambah 
rumit dan kompleks, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan 
adanya urbanisasi yang cukup tinggi sehingga menimbulkan 
ketidakseimbangan antara penyediaan tanah dengan jumlah penduduk 
yang membutuhkan tanah, sedangkan luas tanah itu tetap34. Akibatnya 
penduduk membuat permukiman secara serampangan atau kacau 
sehingga tumbuh permukiman yang kumuh dengan kualitas lingkungan 
yang rendah karena kurangnya prasarana dan sarana lingkungan yang 
dibutuhkan. Selain itu, adanya model pembangunan wilayah permukiman 
yang umum dilaksanakan seperti perumahan nasional (perumnas), kredit 
perumahan rakyat Bank Tabungan Negara (KPR-BTN), dan lain 
sebagainya masih dirasakan banyak kekurangan oleh beberapa pihak 
yang terkait langsung. Apabila keadaan ini tidak segera mendapat 
penanganan dalam pemanfaatan tanahnya, atau adanya keterlambatan 
pengadaan prasarana dan fasilitas umum oleh pemerintah, dapat 
menyebabkan masyarakat akan mengambil inisiatif untuk mengatur 
sendiri, yaitu membangun permukiman dan prasarana umum tanpa 
memperhatikan kepentingan wilayah/lingkungan secara luas.  
 Berbeda dengan hasil wawancara oleh pihak Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan Kota Makassar bahwa semakin sulitnya pembangunan 
perumahan yang peruntukannya kepada MBR disebabkan banyaknya 
                                                         
     34 Hasil wawancara oleh Deny Hidayat, ST. Kepala Seksi Penelitian Administrasi Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Tanggal 7 juni 2016 
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tanah yang dibangun tidak sesuai zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah 
atau RTRW Kota Makassar. Padahal zonasi tersebut telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034.35Artinya Pengaturan 
tentang pembagian kawasan atau zonasi tersebut di atas pada dasarnya 
merupakan sebuah alat pengendalian bagi Pemerintah Kota Makassar 
dalam mengatur tata ruang Kota Makassar dengan sebaik-baiknya. 
Pengaturan zonasi tersebut pada pelaksanaannya terkadang tidak sesuai 
dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan misalnya pada 
saat ini pada setiap kawasan yang merupakan jalan protokol telah 
dipenuhi dengan pembangunan Ruko (rumah toko). Oleh karena itu, 
pembagian kawasan terpadu atau zonasi yang ditetapkan dalam RTRW 
Kota Makassar pada tahap pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 Dalam hal pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum 
khususnya pendirian rumah susun bagi MBR atau kawasan perumahan 
umum bagi MBR, Pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemerintah Daerah Kota Makassar menghadapi banyak masalah, 
diantaranya masalah pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan 
pencabutan hak atas tanah serta masalah ganti rugi.36 Masalah tersebut 
timbul dalam hal Pemerintah membutuhkan tanah yang dikuasai atau 
dimilik rakyat, karena disini menyangkut dua kepentingan yaitu 
                                                         
     35 hasil wawancara oleh Ibrahim Akkas Mula, S.Sos, M.Si. Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Daerah BAPPEDA Kota Makassar. Tanggal 30 Mei 2016. 
     36 hasil wawancara oleh H. Fathur Rahim, ST, MT. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemerintah Daerah Kota Makassar. Tanggal 8 Juni 2016. 
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kepentingan pemerintah yang berhadapan dengan kepentingan rakyat. 
Hal tersebut sering terjadi biasanya disebabkan oleh faktor tarik menarik 
kepentingan yang ada di dalam masyarakat, untuk menentukan siapa 
yang paling berhak dalam memanfaatkan fungsi tanah demi kepentingan 
masing-masing kelompok, kelompok pengusaha atau pemilik modal dan 
kelompok struktur pemerintah.  
 Untuk masalah ganti rugi, pihak Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemerintah Daerah menambahkan masih banyaknya tanah masyarakat 
yang belum mempunyai sertipikat hak milik sebagai bukti autentik tetapi 
menuntut biaya ganti rugi yang akhirnya terjadi sengketa antara 
pemerintah dan masyarakat. Tidak jarang masyarakat melakukan aksi 
protes hingga berujung kepada tindakan anarkisme. Pemerintah tidak 
bertingkah apatis dengan masalah tersebut. Bahkan optimis yaitu 
mengupayakan dengan cara bersinergi dengan pihak Badan Pertanahan 
Nasional Kota Makassar melalui penerbitan sertipikat hak milik tanah 
sebagai bukti autentik kepemilikan tanah dengan tidak memungut biaya 
apapun kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terkhusus di wilayah 
kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dengan adanya 
sertipikat hak milik tanah sebagai bukti autentik paling tidak bisa 
menunjang kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah 
tersebut. 
 Berikut data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kelurahan 
Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang telah menerima sertipikat 
dari Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar : 
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TABEL 1 
Data Kegiatan Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar 
Tahun 2015 
 
No. NAMA 
Nomor 
Sertipikat 
Surat Ukur Luas 
(M2) 
No. 
208 Nomor Tanggal 
1 SALAM 20387 
00585/LETTE/
2015 
06/10/2015 44 
26423/
2015 
2 ST. ASNI DG. NGASSENG 20388 
00588/LETTE/
2015 
07/06/2015 63 
26428/
2015 
3 SAPRI DG. SOJA 20389 
00586/LETTE/
2015 
06/10/2015 34 
26427/
2015 
4 KARIM 20390 
00590/LETTE/
2015 
07/06/2015 78 
26425/
2015 
5 AHMAD 20391 
00593/LETTE/
2015 
07/07/2015 87 
26426/
2015 
6 MAKRUM 20392 
00594/LETTE/
2015 
07/07/2015 66 
26424/
2015 
7 MASYUR. P 20393 
00591/LETTE/
2015 
07/06/2015 54 
26421/
2015 
8 
HATONG DG. IMBA 
(HATONG DG. NGIMBA) 
20394 
00589/LETTE/
2015 
07/06/2015 68 
26422/
2015 
9 HARUN AHMAD 20395 
00599/LETTE/
2015 
31-7-2015 43 
26418/
2015 
10 SYUHADA 20396 
00598/LETTE/
2015 
31-7-2015 81 
26420/
2015 
11 HAMZAH HANAFI 20397 
00597/LETTE/
2015 
30-7-2015 56 
26419/
2015 
12 MUH. DARUN D 20398 
00606/LETTE/
2015 
08/05/2015 49 
29179/
2015 
13 ABD. RAHIM RANI 20399 
00592/LETTE/
2015 
07/07/2015 50 
29969/
2015 
14 
DOKKOLONG DG. 
TANANG 
20400 
00587/LETTE/
2015 
07/06/2015 95 
29976/
2015 
15 NURHAEDA 20401 
00600/LETTE/
2015 
08/04/2015 122 
29979/
2015 
16 HARDIANSYAH 20402 
00596/LETTE/
2015 
30-7-2015 51 
29971/
2015 
17 HARIATI 20403 
00602/LETTE/
2015 
08/04/2015 48 
29973/
2015 
18 
RAMLAH (NURHAYATI 
DKK) 
20404 
00605/LETTE/
2015 
08/05/2015 109 
29972/
2015 
19 ROSI 20405 
00601/LETTE/
2015 
08/04/2015 73 
29977/
2015 
20 MUHLIS DKK 20406 
00604/LETTE/
2015 
08/05/2015 59 
29975/
2015 
21 HABIBAH (HAMSINA DKK) 20407 
00603/LETTE/
2015 
08/04/2015 86 
29974/
2015 
22 
DG. TINJA (RAHMATIA 
DKK) 
20408 
00608/LETTE/
2015 
08/05/2015 53 
29978/
2015 
23 NORMA 20409 
00595/LETTE/
2015 
30-7-2015 43 
29970/
2015 
24 M. KASIM R 20413 
00611/LETTE/
2015 
08/10/2015 131 
34724/
2015 
25 NURHAYATI 20414 
00613/LETTE/
2015 
08/10/2015 116 
34731/
2015 
26 RINDA DG. TANNING 20415 
00609/LETE/2
015 
10-8-205 112 
34726/
2015 
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27 HENI BINTI SAHUD 20416 
00619/LETTE/
2015 
13-8-2015 25 
34727/
2015 
28 SALASIAH 20417 
00620/LETTE/
2015 
13-8-2015 54 
34728/
2015 
29 HASNAH 20418 
00622/LETTE/
2015 
13-8-2015 23 
34730/
2015 
30 HALIAH 20419 
00621/LETTE/
2015 
13-8-2015 55 
34735/
2015 
31 ABD. JALIL DG. TOMBONG 20420 
00610/LETTE/
2015 
08/10/2015 71 
34734/
2015 
32 SUTARJI 20421 
00618/LETTE/
2015 
13-8-2015 31 
34733/
2015 
33 SUYATINI 20422 
00612/LETTE/
2015 
08/10/2015 72 
34729/
2015 
34 HAMAL RASAKO 20423 
00615/LETTE/
2015 
08/10/2015 46 
34725/
2015 
35 UCI 20424 
00614/LETTE/
2015 
08/10/2015 51 
34732/
2015 
36 ANDI AKMAL. Spdi 20426 
00625/LETTE/
2015 
10/06/2015 30 
36638/
2015 
37 ISMAWATI SHOLIHAH 20427 
00628/LETTE/
2015 
16-9-2015 44 
36644/
2015 
38 RUDI ( RUDI JAYA ) 20428 
00616/LETTE/
2015 
08/10/2015 55 
36654/
2015 
39 SAPRI 20429 
00626/LETTE/
2015 
14-9-2015 53 
36561/
2015 
40 AHMAD HUSAIN 20430 
00629/LETTE/
2015 
16-9-2015 59 
36653/
2015 
41 ROSMINI 20431 
00641/LETTE/
2015 
16-12-2015 20 
38472/
2015 
42 NURHAYATI 20433 
00638/LETTE/
2015 
11/03/2015 24 
39366/
2015 
43 NURDIN DG. SIKKI 20434 
00636/LETTE/
2015 
11/03/2015 10 
39386/
2015 
44 SUPINAH DKK 20436 
00646/LETTE/
2015 
11/03/2015 17 
39375/
2015 
45 JAFAR MAHMUD 20437 
00637/LETTE/
2015 
11/03/2015 83 
39378/
2015 
46 KURNIATI 20435 
00639/LETTE/
2015 
11/03/2015 52 
39371/
2015 
47 NURSANTI 20438 
00607/LETTE/
2015 
08/05/2015 37 
39477/
2015 
48 AHMAD M 20439 
00605/LETTE/
2015 
12/07/2015 32 
39214/
2015 
49 ACHMAD MAULANA 20440 
00652/LETTE/
2015 
12/07/2015 47 
39215/
2015 
50 SYAMSIAH DG. KE'NANG 20441 
00633/LETTE/
2015 
12/07/2015 63 
39216/
2015 
51 HARIS LEMANG 20443 
00643/LETTE/
2015 
12/04/2015 68 
39492/
2015 
52 SYAMSUDDIN 20444 
00649/LETTE/
2015 
12/04/2015 59 
39493/
2015 
53 SUKIR 20445 
00646/LETTE/
2015 
12/04/2015 45 
39494/
2015 
54 SAODAH 20446 
00648/LETTE/
2015 
12/04/2015 46 
39495/
2015 
55 
AKMAL H ( AKMAL H DG. 
JARUNG ) 
20447 
00632/LETTE/
2015 
22-10-2015 22 
39496/
2015 
56 JAISAH UNO 20448 
00635/LETTE/
2015 
22/10/2015 77 
39497/
2015 
57 MANDJA SN DG. TIMONG 20449 
00634/LETTE/
2015 
22/10/2015 58 
39498/
2015 
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58 NI'MA 20450 
00633/LETTE/
2015 
22/10/2015 78 
39499/
2015 
59 KURNIA 20451 
00651/LETTE/
2015 
12/07/2015 71 
39500/
2015 
60 SADE DG. JARRE 20452 
00654/LETTE/
2015 
01/08/2015 52 
39501/
2015 
61 JAFAR LUBIS 20453 
00644/LETTE/
2015 
12/04/2015 50 
39502/
2015 
62 MUDJIATI 20472 
00647/LETTE/
2015 
12/04/2015 124 
39830/
2015 
63 BUHARA 20456 
00670/LETTE/
2015 
23/12/2015 125 
39815/
2015 
64 SUTIONO 20457 
00067/LETTE/
2015 
23/12/2015 46 
39816/
2015 
65 SARINI 20458 
00673/LETTE/
2015 
23/12/2015 23 
39817/
2015 
66 ABDULLAH 20459 
00669/LETTE/
2015 
23/12/2015 47 
39818/
2015 
67 RAMLAH 20460 
00668/LETTE/
2015 
23/12/2015 40 
39819/
2015 
68 NURBAYA 20461 
00666/LETTE/
2015 
23/12/2015 95 
39820/
2015 
69 NURSIAH 20462 
00665/LETTE/
2015 
23/12/2015 78 
39821/
2015 
70 HJ. MINA 20463 
00671/LETTE/
2015 
23/12/2015 59 
39822/
2015 
71 WAHID 20464 
00664/LETTE/
2015 
23/12/2015 45 
39823/
2015 
72 SYAHRIANA 20454 
00662/LETTE/
2015 
23/12/2015 19 
39813/
2015 
73 Ir. SANGKALA S 20455 
00658/LETTE/
2015 
22/12/2015 59 
39814/
2015 
74 Drs. JAMALUDDIN H 20465 
00642/LETTE/
2015 
22/12/2015 127 
39824/
2015 
75 HJ. KASMAWATI 20466 
00657/LETTE/
2015 
22/12/2015 105 
39825/
2015 
76 ANDI RAMLI SE 20467 
00663/LETTE/
2015 
22/12/2015 111 
39826/
2015 
77 RAMLAH 20468 
00659/LETTE/
2015 
22/12/2015 72 
39827/
2015 
78 BURHAN 20469 
00661/LETTE/
2015 
22/12/2015 91 
39828/
2015 
79 FATMAWATI 20470 
00660/LETTE/
2015 
22/12/2015 47 
39829/
2015 
80 RASADIAH 20472 
00655/LETTE/
2015 
12/08/2015 58 
39820/
2015 
 
 Pemerintah memang harus sigap menanggapi masalah itu, 
mengingat masyarakat berpenghasilan rendah ini sangat terbatas 
kemampuan ekonominya. Apabila pemerintah lambat menanggulangi 
keadaan  hal tersebut akan meluas apabila pencegahannya tidak segera 
dilakukan. Pencegahan yang terbaik adalah pencegahan sebelum 
berkembangnya lingkungan tersebut, karena apabila dilakukan setelah 
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lingkungan tersebut berkembang, maka akan menimbulkan permasalahan 
bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut baik dalam bidang 
ekonomi, sosial, maupun psikologis. Sebagai akibatnya adalah timbulnya 
permukiman yang kumuh dengan kualitas lingkungan yang tidak baik, 
tidak teratur serta liar dengan kondisi fasilitas umum yang belum memadai 
dan utilitas yang semrawut. Permukiman yang kumuh ini akan rawan 
terhadap kebakaran, penyakit menular, dan rawan dalam bidang 
keamanan. Oleh karena itu, terbentuknya permukiman kumuh ini perlu 
dicegah dan apabila permukiman kumuh itu sudah berdiri, maka perlu 
ditata sebelum kondisinya semakin sulit.  
 Pihak pengembang (Developer) dalam hal ini pihak perumnas 
mengemukakan bahwa harga tanah yang selalu cenderung meningkat di 
daerah perkotaan mengakibatkan sulitnya bagi pemerintah dalam 
menyediakan tanah untuk pembangunan karena harga tanah yang 
mahal.37 Berdasarkan aturan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak 
Milik Atas Tanah, Pasal 1 Huruf (D) mengatur bahwa :  
 Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana 
adalah bidang tanah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1. Harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih daripada Rp. 
30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). 
2. Luas tanah tidak lebih daripada 200 m2 di daerah perkotaan 
dan tidak lebih daripada 400 m2 untuk di luar perkotaan. 
3. Di atasnya telah dibangun rumah dalam rangka 
pembangunan perumahan massal atau kompleks 
perumahan. 
                                                         
     37 hasil wawancara oleh Irvan Habie, Manager Pertanahan Perum. PERUMNAS Reg.7 Kota 
Makassar, Tanggal 16 Juni 2016. 
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 Akibat kurangnya dana pembangunan kota, maka pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah pada masyarakat, lebih kecil dari kebutuhan 
yang sesungguhnya. Apabila hal ini berkepanjangan, kota akan tumbuh 
tanpa terkendali sehingga pertumbuhan kota menjadi tidak teratur dan 
lingkungan akan berkualitas rendah dan kumuh. 
 Banyaknya permasalahan yang terkait dengan ketersediaan tanah 
menjadikan solusi untuk mengatasinya tidaklah mudah. selain dibutuhkan 
pengaturan mengenai kependudukan, juga dibutuhkan aturan mengenai 
penggunaan tanah. Yang perlu diperhatikan dari setiap aturan tersebut 
tentu mengenai keterjaminan hak-hak MBR. Sebab MBR merupakan 
golongan masyarakat yang secara sosial dan ekonomis sangat kurang, 
hal ini membuat mereka sangat rentan perlakukan diskriminatif dan tidak 
diperhatikan. Penelantaran terhadap MBR bukan hanya melanggar hak-
hak MBR sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang dilindungi 
secara konstitusional, tetapi juga secara jangka panjang akan berakibat 
buruk pada lingkungan masyarakat. 
 Untuk memenuhi kebutuhan perumahan pada masyarakat 
berpenghasilan rendah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 
pemenuhan kebutuhan perumahan untuk mendekat pada tempat kerja 
dan pemenuhan kebutuhan perumahan untuk menetap. Pada pemenuhan 
kebutuhan perumahan untuk mendekat pada tempat kerja, perilaku 
masyarakat berpenghasilan rendah adalah memilih tempat tinggal dengan 
biaya tinggal terendah sedangkan kelengkapan maupun keadaan fasilitas 
dan sarana prasarana tidak menjadi persoalan. Dalam hal ini masyarakat 
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berpenghasilan rendah tidak begitu memperhatikan tempat tinggalnya, 
sehingga mudah menimbulkan kekumuhan.  
 Pada pemenuhan kebutuhan perumahan untuk menetap memiliki 
kondisi yang lebih baik. Perilaku masyarakat berpenghasilan rendah disini 
lebih baik, ada perhatian untuk rumah tempat tinggalnya. Dalam hal ini 
ada aktivitas perawatan, pemeliharaan bahkan perbaikan dan 
penambahan rumah. Perilaku yang dapat ditangkap disini adalah aktivitas 
perawatan, pemeliharaan bahkan perbaikan dan penambahan rumah 
sebisa mungkin dilakukan sendiri dengan biaya minimal. Untuk 
pengadaan bahan biasanya dilakukan dengan mencicil bahan, 
maksudnya menabung dalam bentuk menyimpan bahan bangunan. 
No Nama Responden Jumlah penghasilan /bulan Penghasilan lain 
1. Muh Martono 1-2 juta Tidak ada 
2. Drs. Jalamluddin Dibawah 3 juta Membuka kios 
3. Rasaidah S.Pd Dibawah 3 juta Membuka kios 
4. Dra. Sarini 1-2 juta Membuka kios 
5. Sutiono 2 juta Membuka bengkel 
6. Hj. Mira S.Pd Dibawah 3 juta Membuka kios 
7. Wahid S.H 1-2 juta Membuka kios 
 
 
 Berdasarkan data yang diperolah penulis dari responden, ada 
beberapa perilaku yang khas apabila masyarakat berpenghasilan rendah 
khususnya pada PNS / Karyawan yang tinggal di perumahan. Yang 
pertama adalah menjadikan rumah sebagai tempat melakukan usaha 
tambahan dalam mencari nafkah, hal ini dapat berupa usaha kios, industri 
rumah tangga dan sebagainya. Kedua adalah melebarkan fungsi rumah 
sampai pada ruang publik, dalam hal ini dapat berbentuk meletakkan 
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properti pribadi pada ruang publik ataupun memberi batas ruang publik 
untuk kepentingan pribadi. 
 Pesatnya gerak pembangunan yang telah dan sedang 
dilaksanakan oleh pemerintah di bidang ekonomi dan industri tidak bisa 
terlepas dari kebutuhan akan tanah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya 
apabila dalam masa pembangunan ini peranan tanah dari waktu ke waktu 
semakin menonjol dan penting, baik kedudukannya sebagai faktor 
produksi maupun ruang untuk melakukan berbagai macam kegiatan. 
Dengan demikian, tanah merupakan modal utama dan merupakan faktor 
yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan. 
 Fakta-fakta yang telah penulis paparkan di atas menunjukkan 
bahwa permasalahan ketersediaan tanah harus dijawab dengan 
penyediaan tanah, akan tetapi menurut penulis masalah tersebut salah 
satunya dijawab dengan pembangunan tempat tinggal dengan model ke 
atas (horizontal) . Artinya rumah susun yang telah ada harus terus 
ditingkatkan, sebab tanah yang ada tidak akan pernah bertambah, 
sedangkan jumlah penduduk dan kebutuhan akan tempat tinggal akan 
terus meningkat. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap 
penggunaan rumah susun agar sesuai dengan sasaran yang dituju, yaitu 
khusus rumah susun umum harus ditempati bagi golongan MBR.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Penyediaan tanah untuk pemukiman bagi MBR diatur dalam 
Undang – Undang Perumahan, Undang – Undang Rumah 
Susun, Undang – Undang Tapera, PERMEN Hunian Berimbang, 
dan PERMEN Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah 
Bagi MBR. Mekanisme penyediaan tanah dilakukan dengan cara 
pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung 
dikuasai negara, konsolidasi tanah oleh pemilik tanah, peralihan 
atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah, pemanfaatan 
dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, 
dan/atau pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. MBR juga diberikan berbagai kemudahan 
finansial dalam memperoleh perumahan. 
2. Terdapat beberapa faktor penyebab penyediaan tanah untuk 
permukiman bagi MBR di Kota Makassar, yaitu urbanisasi yang 
cukup tinggi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara 
penyediaan tanah dengan jumlah penduduk yang membutuhkan 
tanah, sedangkan luas tanah itu tetap. Adapun disebabkan 
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banyaknya tanah yang dibangun tidak sesuai zonasi Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, yang akhirnya 
pembangunan kawasan tidak secara merata dan terjadi 
pemusatan sarana di satu tempat sehingga menyebabkan harga 
lahan ditempat tersebut melambung tinggi dan terjadi beban lalu 
lintas yang tinggi. Atau sebaliknya ada daerah yang tidak 
berkembang. Model pembangunan wilayah permukiman yang 
umum dilaksanakan seperti perumahan nasional (PERUMNAS), 
rumah susun, KPR, dan lain sebagainya masih dirasakan banyak 
kekurangan oleh beberapa pihak yang terkait langsung seperti 
kurang memperhatikan sarana dan prasarana kota agar 
lingkungan perumahan dapat menjadi lingkungan hunian yang 
layak. 
 
B. Saran 
1. Diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait permasalahan 
penyediaan tanah untuk permukiman untuk MBR agar tidak 
terdapat pelaksaan peraturan perundang-undangan yang dapat 
merugikan hak-hak MBR. Dan diperlukan kegiatan sosialisasi 
terhadap program – program bantuan dari pemerintah kepada 
setiap MBR agar terjalin sinkronisasi informasi antara pemerintah 
dan MBR. 
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2. Saran ini secara khusus dapat direkomendasikan kepada unsur 
– unsur terkait dalam pemenuhan kebutuhan perumahan antara 
lain : 
a. Kepada Perum Perumnas agar lebih memperhatikan 
kebutuhan masyarakat baik kebutuhan saat pembangunan 
perumahan maupun kebutuhan yang mungkin berkembang 
dimasa yang akan datang. Rumah bukan hanya tempat tidur 
maka perlu dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, fasilitas 
perbelanjaan dan fasilitas sosial lainnya yang biasanya belum 
ada pada saat perumahan baru dibangun sehingga perlu 
untuk disediakan atau dengan penyediaan sarana transportasi 
murah untuk mencapai fasilitas yang sudah ada disebabkan 
rumah ialah merupakan suatu proses yang berkembang maka 
perlu disiapkan kebutuhan yang mungkin berkembang dimasa 
yang akan datang dan diperhitungkan kebutuhan yang akan 
timbul di masyarakat. 
b. Untuk Bappeda dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar, agar menata kawasan secara merata. Tidak terjadi 
pemusatan sarana di satu tempat sehingga menyebabkan 
harga lahan ditempat tersebut melambung tinggi dan terjadi 
beban lalu lintas yang tinggi. Atau sebaliknya ada daerah yang 
tidak berkembang.  
c. Untuk Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah 
Kota Makassar, agar memperhatikan sarana dan prasarana 
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kota agar lingkungan perumahan dapat menjadi lingkungan 
hunian yang layak. Menunjang pengembangan kawasan-
kawasan baru dengan meningkatkan prasarananya. 
d. Untuk Pemerintah tingkat Kelurahan, dalam hal ini Kelurahan 
Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, agar membantu 
mengawasi pemanfaatan ruang publik, melakukan dialok 
dengan masyarakat tentang pemanfaatan ruang publik 
sehingga tidak terjadi penguasaan ruang publik oleh orang 
tertentu. Dan membantu terwujudnya penataan fasilitas-
fasilitas sosial untuk kepentingan warga. 
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